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ABSTRAK

PENGAWASAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROVINSI OLEH
DINAS TENAGA KERJA PROVINSI LAMPUNG

Oleh
Mesyithatul Umamah

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Pasal
45 menyatakan Upah minimum Provinsi dihitung berdasarkan  formula
perhitungan upah minimum. Gubernur rmenetapkan Upah Minimum Provinsi
sebesar Rp. 2.074.673.37 dengan memperhatikan rekomendasi Dewan
Pengupahan Provinsi pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang
ditetapkan oleh Menteri.Wilayah Provinsi Lampung memiliki 14 kabupaten yang
dimana pelaksanaan UMP sudah diterapkan di lima kabupaten pada tahun 2018.
Kabupaten yang  melaksanakan UMP yaitu, Kabupaten Pesawaran, Pesisir Barat,
Pringsewu, Tanggamus, dan Lampung Timur. Rumusan masalah dalam skripsi ini
adalah (1) BagaimanakahPengawasan Pelasakanaan UMP oleh Disnakertrans
Provinsi Lampung?, dan (2) Apa saja kendala-kendala yang di hadapi
Pengawasan Pelasakanaan UMP oleh Disnakertrans Provinsi Lampung?.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
Pendekatan YuridisEmpiris dan Normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari lokasi penelitian berupa informasi yang berkaitan dengan
permasalahan. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis,(1)
Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi oleh Disnaker Provinsi
Lampungdilakukan dengan cara:Pembinaan, Pemeriksaan(Pemeriksaan Pertama,
berkala, khusus, dan ulang),Pengujian (meliputi: Norma Kerja dan Norma K3),
Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan.(2) Kendala faktor penghambat dalam
Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Oleh Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Lampung yaitu: Jumlah Pegawai Pengawas Tidak Seimbang, Anggaran
Yang Diberikan Terbatas, Sarana Prasarana Yang Diberikan Terbatas,Jarak
Tempat Masing-Masing Perusahaan Jauh.

Kata Kunci: Pengawasan, Upah Minimum Provinsi, Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Lampung.



ABSTRACT

SUPERVISION OF IMPLEMENTATION OF PRIMARY MINIMUM
WAGES BY LABOR PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL OF LAMPUNG

By
Mesyithatul Umamah

Based on Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages, Article
45 states that the Provincial Minimum Wage is calculated based on the formula
for calculating minimum wages. The Governor sets the Provincial Minimum
Wage of Rp. 2,074,673.37 by taking into account the recommendations of the
Provincial Wages Council on the results of a review of decent living needs set by
the Minister. The Lampung Province has 14 districts where UMP implementation
has been implemented in five districts in 2018. Districts that implement UMP are
Pesawaran Regency, West Coast , Pringsewu, Tanggamus, and East Lampung.
The formulation of the problem in this thesis is (1) What is the UMP
Implementation Monitoring by the Lampung Province Disnakertrans ?, and (2)
What are the constraints faced by the UMP Implementation Monitoring by the
Lampung Provincial Disnakertrans ?.

The research method used by the author in this study is Juridical Empirical and
Normative Approach. The data needed in this study are primary data and
secondary data. Primary data is data obtained directly from the location of the
study in the form of information relating to the problem. Secondary data is data
sourced from library studies.

Based on the results of research and discussion conducted by the author, (1)
Supervision of Provincial Minimum Wage Implementation by Lampung
Provincial Manpower Office is carried out by: Guidance, Examination (First,
periodic, special, and re-examination), Testing (including: Work Norm and K3
Norm) , Investigation of labor crimes. (2) Obstacles in the Provincial Minimum
Wage Supervision by the Lampung Provincial Manpower Office, namely:
Number of Unbalanced Supervisory Officers, Limited Grants, Limited
Infrastructures Provided, Distances of Places of Distant Companies .

Keywords: Supervision, Provincial Minimum Wages, Lampung Province
Manpower Office.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-IV tujuan Negara Indonesia yaitu 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan keadilan sosial. Jumlah tenaga kerja yang sedang mencari lowongan 

pekerjaan sangat banyak sekali, sedangkan jumlah lowongan pekerjaan di 

lapangan kerja sangat sedikit sehingga membuat para tenaga kerja menerima 

apapun pekerjaan yang ada dan berapa upah yang diberikan dari tempat bekerja. 

 

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang menyatakan bahwa Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau 

badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau badan 

hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 

Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 

guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri 

maupun untuk masyarakat.
1
 

                                                           
1
 Andi Fariana, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaaan, Mitra 
Wacana Media, 2012, hlm. 3. 
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Subjek dan objek dalam hukum ketenagakerjaan sangatlah luas, meliputi 

gambaran dalam bagan sebagai berikut: 

1. Bukan Angkatan Kerja  

Adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya 

bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. 

2. Angkatan Kerja 

Adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah 

mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang 

aktif  mencari  pekerjaan.  

 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah 

adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh yang ditetapkan  dan 

dibayarkan menurut  suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan 

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dihilangkan. Ada beberapa tingkatan 

upah yakni UMP (Upah Minimum Provinsi), dan UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota). Upah Minimum Prov insi, yaitu upah minimum yang berlaku 

untuk seluruh Kabupaten atau Kota di satu Provinsi.Upah Minimum Kabupaten 

atau Kota, yaitu upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. 

Penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup 

layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. KHL 

(KebutuhanHidup Layak) merupakan standar kebutuhan seorang  Pekerja/Buruh 

lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. 



3 

 

Kebutuhan hidup layak merupakan komponen-komponen pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari yang dibutuhkan oleh seorang pekerja selama 1 (satu) bulan. 

Sebelum menetapakn Upah Minimum Provinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri 

dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari 

akademisi akan melakukan suvey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 

 

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum yang ditetapkan 

oleh Pemerintah berdasarkan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dan 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha 

menyusun struktur dan skala upah dengan meperhatikan golongan, jabatan, masa 

kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara 

berkala dengan meperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. 

 

Pengawasan adalah salah satu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja 

standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk 

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil 

tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber 

daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien 

mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. 

 

Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi  adalah kegiatan untuk 

menjamin agar setiap pengusaha dan perusahaan-perusahaan yang terdapat di 

Provinsi Lampung dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh  tidak 

menyimpang dari UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur Lampung. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dalam  

kebijakan upah minimum berdasarkan adanya penetapan upah minimum provinsi 
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yang sudah disahkan oleh Gubernur Lampung kemudian diterapkan diseluruh 

perusahaan di Provinsi Lampung.  

 

Tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan tugas-tugas umum dan 

pembangunan oleh instansi yang bersangkutan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana dan kebijaksanaan pemerintah sehingga dapat mencapai sasaran yang 

ditetapkan secara tepat guna, hasil guna, dan berdaya guna. Fungsi pengawasan 

adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan serta memperlancar 

pelaksanaan program dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. 

 

Pengawasan ini sangat diperlukan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Lampung untuk mencegah segala penyimpangan yang mungkin 

akan terjadi dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang sudah terjadi. 

Berdasarkan hasil pra-survey di Lembaga Hukum SPSI (Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia) terdapat salah satu contoh dari penyimpangan pemberian upah dibawah 

penetapan  upah minimum yang telah ditetapkan, yakni kasus di salah satu hotel 

yang berada di Kota Bandar Lampung. Salah satu pekerja di hotel tersebut 

melaporkan perlakuan pihak hotel yang memberikan upah kepada pekerja sebesar 

Rp.500.000.00 perbulan, dengan alasan sepinya pengunjung hotel sehingga 

membuat  pemasukan  dihotel menurun.  

  

Pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup harus bekerja sesuai dengan profesi 

dan kemampuannya, sehingga mereka bisa menerima imbalan berupa upah atau 

dalam bentuk lain yang sesuai dan layak. Kenyataan di lapangan sering terjadi 

penyimpangan yaitu upah yang mereka terima tidak sesuai dengan apa yang 

dikerjakan serta tidak sesuai dengan ketetapan Upah Minimum Provinsi yang 
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telah ditetapkan oleh Gubernur. Kenyataan tersebut sudah melanggar hukum dan 

hak asasi pekerja. Ini salah satu penyebab peneliti melakukan penelitian skripsi 

dengan judul Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Oleh Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi Lampung. 

 

1.2.Rumusan Permasalahan  

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh latar belakang tersebut, maka 

pokok bahasan yang akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah Pengawasan Pelasakanaan UMP oleh Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampung? 

2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Pengawasan Pelasakanaan UMP oleh 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui dan menganilisis bagaimana Pengawasan Pelasakanaan 

Upah Minimum Provinsi oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung pada 

khususnya.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi 

dalam Pengawasan Pelasakanaan Upah Minimum Provinsi oleh Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Lampung terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan Upah 

Minimum Provinsi. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis: 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan ilmu hukum 

khususnya hukum ketenagakerjaan. 

b. Diharapkan dapat menjadi  sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah 

penelitian lebih lanjut pada masa yang akan datang. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi pekerja dapat memberikan dorongan moral dan membangkitkan 

kesadaran akan hak dan kewajiban sehingga dapat terciptanya iklim 

kerjasama yang sehat antara pekerja dan pengusaha. 

b. Bagi pengusaha, dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban 

pengusaha dalam memperlakukan pekerja sebagaimana mestinya dan 

seadil-adilnya menurut batas-batas yang dibenarkan Undang-Undang. 

c. Bagi pemerintah, dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak 

pemerintah untuk lebih bersikap aktif dalam merespon permasalahan 

ketenagakerjaan. 

d. Bagi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan dan  menambah 

wawasan sehingga dapat mendidik kita menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk berfikir dan bertindak kritis terhadap segala 

ketimpangan yang terjadi di lingkungannya sehingga tercapai perdamaian 

dalam masyrakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.Pengawasan 

2.1.1. Pengertian Pengawasan  

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan 

kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controling is the process of measuring 

perfomance and taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah 

proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas terlaksana sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan. 

 

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh 

pihak manager dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil 

yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan 

fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti 

yang diinginkan”.Pengawasan adalah salah satu upaya yang sistematik untuk 

menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan 

balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah 

ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta 
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untuk mengambil tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk menjamin bahwa 

semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan 

seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. 

 

Sarana penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dimana 

organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-

undang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang 

meletakkan kewajiban pada individu. Paulus E. Lotulung menyebutkan bahwa 

instrument penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan 

penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan 

kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk 

memaksakan kepatuhan.
2
 

 

Sondang P.Siagian mengemukakan pengertian pegawasan adalah proses 

pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan.  

Perbedaan pengertian pengawasan dan pengendalian, yaitu: 

1. Pengendalian selalu dilakukan terhadap pekerjaan yang sedan berjalan, 

sedangkan pengawasan dapat pula dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah 

selesai; 

                                                           
2
Ridwan HR,Hukum Administrasi Negara, PT Grafindo Permata, Jakarta, 2011, hal. 296. 



9 

 

2. Pada pengendalian sudah terkandung kewenangan mengadakan tindakan 

korektif, sedangkan dalam pengawasan tindakan korektif merupakan proses 

kelanjutannya, jadi berada diluarnya.
3
 

 

Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang 

dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, 

direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan itu harus dapat menunjukkan 

sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-

sebabnya. 

 

Dengan demikian, maka pengawasan dapat bersifat: 

1. Politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas atau dan 

legilimitas, 

2. Yuridis, bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridikitas dan atau legalitas, 

3. Ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, 

4. Moril da susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui 

keadaan moralitas.
4
 

 

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya 

kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, 

melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang 

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektit dan 

efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat 

                                                           
3
 Safri, Nugraha, dkk. Hukum Administrasi Negara, edisi revisi, Center For Law and Good 

Governance Studies (CLGS-FHUI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007, 
hal.390. 

4
 S. Prajudi, Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1994,hal. 84-85. 
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dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah 

dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan 

dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kerja tersebut 

 

Alasan-alasan yang dikemukakan dalam hubungan vertical pengawasan, yaitu: 

1. Koordinasi, mencegah atau mencari penyelesaian konflik/perselisihan 

kepentingan diantara kotapraja-kotapraja, 

2. Pengawasan kebijaksanaan, disesuaikan kebijaksanaan dari aparat pemerintah 

yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi, 

3. Pengawasan kualitas, kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan 

keputusa da tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah, 

4. Alasan-alasan keuangan, peningkatan kebijaksanaan yang tepat seimbang dari 

aparat pemerintah yang lebih rendah, 

5. Perlindungan hak dan kepentingan warga, dalam situasi tertentu mungkin 

diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.
5
 

 

2.1.2. Jenis Pengawasan 

Adapun jenis-jenis pengawasan sebagai berikut: 

1. Pengawasan Represif 

Yaitu pengawasan-pengawasan yang dilakukan kemudian. Keputusan-keputusan 

badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila 

bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dalam situasi 

                                                           
5
 Philipus M, Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introductionto the Indonesian 

Administrative Law, Gadjah Mada University Press, 1994, hal.74. 
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menuntut tindakan cepat, dapat juga diambil tindakan penangguhan keputusan, 

sebelum dilakukan pencabutan. 

 

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan 

setelah  kegiatan itu dilakukan. Jenis pengawasan ini lazimnya dilakukan pada 

akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian 

disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya 

untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pengawasan. 

 

2. Pengawasan Preventif 

Yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya. Pengawasan preventif adalah 

pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih 

rendah yang dilakukan sebelumnya. Surat-surat keputusan aparat pemerintah yang 

lebih rendah umpamanya baru mempunyai kekuatan hukum setelah mendapat 

pengesahan. Selain itu dikenal bentuk keputusan dari sebuah badan yang lebih 

rendah yang baru dapat diambil jika sebelumnya telah mendapat surat pernyataan 

tidak berkeberatan atau surat kuasa dari badan yang lebih tinggi. 

 

Pengawasan  preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu 

kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mecegah terjadinya 

penyimpangan. Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan yang akan membebankan dan merugikan 

Negara dan dimaksudkan agar system pelaksanaan kinerja dapat berjalan 

sebagaimana yang dikehendaki 
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3. Pengawasan yang Positif 

Yang termasuk dalam bentuk pengawasan ini adalah keputusan-keputusan badan-

badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk 

kepada badan-badan yang lebih rendah. Kadang-kadang juga dapat terjadi badan-

badan yang lebih tinggi kadang-kadang memaksakan instansi yang kebih rendah 

untuk kerjasama tertentu.
6
 

 

4. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern 

Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan 

yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawsan 

dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau 

pengawasan melekat (built in control). Pengawasan jenis ini dilakukan oleh unit 

pengawas intern organisasi yang diawasi dimana tugasnya adalah membantu 

fungsi pengawasan pimpinan organisasi serta membantu menyusun laporan 

pelaksanaan kegiatan organisasi. Pengawasan ini dilakukan instansi pemerintahan 

dengan membentuk suatu organisasi khusus yang menangani secara menyeluruh 

pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Negara. 

 

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan 

yang ada diluar lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam 

bentuk ini dilakukan oleh suatu badan yang ditetapkan oleh Pasal 23 ayat 5 

Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “untuk memeriksa tanggung 

jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang 

                                                           
6
 Philipus M, Hadjon, dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introductionto the Indonesian 

Administrative Law, Gadjah Mada University Press, 1994, hal.75. 
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peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu 

diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. 

5. Pengawasan Aktif dan Pengawasan Pasif. 

Pengawasan dekat (aktif) merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan 

ditempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan jenis ini misalnya di Indonesia 

berbentuk pengawasan melekat (waskat) yang diatur dengan Keputusam Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 93 tahun 1989 jo Keputusan 

Menpan Nomor 30 tahun 1994. 

 

Pengawasan jauh (pasif) merupakan pengawasan dengan cara melakukan 

penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai 

dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. 

 

6. Pengawasan Formal dan Pengawasan Informal 

Pengawasan formal adlah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang 

berwenang, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Contoh, pengawasan yang 

dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Badan Pemeriksaan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Inspektorat Jenderal terhadap instansi 

atau pejabat pemerintah. 

 

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik 

langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini disebut social control.Contoh, 

Kotak Pos 5000, aduan melalui media massa, surat pengaduan masyarakat. 

 

7. Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak (Rechtimatigheid) dan 



14 

 

Pengawasan Materiil Mengenai Maksud Tujuan Pengeluaran (Doelmatigheid) 

Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak (Rechtimatigheid) adalah 

pemeriksaaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak 

kadaluwarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. 

 

Pengawasan Materiil Mengenai Maksud Tujuan Pengeluaran (Doelmatigheid) 

adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip 

ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya serendah 

mungkin.
7
 

 

2.1.3. Tujuan, Maksud, dan Fungsi Pengawasan 

Tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan tugas-tugas umum dan 

pembangunan oleh instansi yang bersangkutan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana dan kebijaksanaan pemerintah sehingga dapat mencapai sasaran yang 

ditetapkan secara tepat guna, hasil guna, dan berdaya guna. Tujuan pengawasan 

untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pengawasan telah 

disepakati oleh aparat pengawasan fungsional adanya tim koordinasi perencanaan 

pengawasan dipimpin oleh BPKP untuk membuat jadwal pengawasan tahunan 

dan jika telah disetujui kemudian menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan. 

 

Maksud dari pengawasan ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancer atau tidak, 

                                                           
7
Safri, Nugraha, dkk. Hukum Administrasi Negara, edisi revisi, Center For Law and Good 

Governance Studies (CLGS-FHUI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007, 
hal.392-395. 
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2. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan 

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya 

kesalahan yang baru, 

3. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

rencana awal (planning) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang 

direncanakannya, 

4. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan program 

(fase/tingkat pelaksanaan), 

5. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan 

dalam planning. 

 

Fungsi pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pemborosan 

serta memperlancar pelaksanaan program dan pelaksanaan yang telah ditetapkan. 

Sementara itu sistem pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk 

menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat 

berjalan semestinya. 

 

2.1.4. Sifat dan Dasar Hukum Pengawasan 

Sifat pengawasan terdiri atas: 

1. Pengawasan Politik 

Pengawasan ini dititikberatkan pada segi menjaga dan mencapai integritas, 

terutama strategi dan policy. 

2. Pengawasan Yuridis 

Dititikberatkan pada segi legalitas. Legitimasi, dan yuridikitas. 

3. Pengawasan Administratif 
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Dititiberatkan pada ketertiban pertanggung jawab personil, keuangan harta 

milik Negara bergerak dan tetap dan efisiensi (doelmatigheid). 

4. Pengawasan Fungsional 

Dilakukan oleh aparat pengawas yang ditugaskan untuk melakukan 

pengawasan. 

5. Pengawasan Masyarakat 

Dilakukan oleh masyarakat melalui media massa, media cetak, dan kotak pos 

yang tersedia. 

6. Pengawasan Ekonomis 

Yaitu pengawasan yang dilandasi untuk menciptakan efisiensi (memenuhi 

persyaratan kemampuran ekonomi) dan teknologi (memenuhi persyaratan mutu 

dan standarisasi). 

7. Pengawasan Moril dan Susila 

Yaitu pengawasan yang ditujukan mengetahui keadaan moralitas (memenuhi 

syarat etika). Pengawasan ini dilakukan lembaga profesi untuk menentukan 

perbuatan atau tindakan seseorang sebagai bagian dari profesi untuk 

menentukan perbuatan atau tindakan seseorang sebagai bagian dari profesi 

tersebut sesuai dengan etika yang harus dijaga. 

 

Dasar hukum landasan konstitusional dan falsafah pengawasan adalah pasal 23 E 

ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 berikut penjelasan yang esensinya 

pengawasan harus bersifat obyektif dan didukung oleh organisasi yang 

independen. 
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2.2.Ketenagakerjan 

2.2.1. Pengertian Ketenagakerjaan dan Hakekat Hukum Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting karena tenaga kerja merupakan 

salah satu balas jasa faktor produksi. Topik mengenai masalah kesempatan kerja 

dan pertumbuhan ekonomi baik dalam skala nasional maupun regional mendapat 

perhatian banyak orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan 

penambahan investasi dan kebijakan ekonomi yang kondusif merupakan hal 

penting. Dengan penambahan investasi baru diharapkan dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya juga dapat menciptakan lapangan kerja 

baru.
8
 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan sebagai suatu peraturan yang baru, ketenagakerjaan adalah segala 

hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kerja.Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang 

sedangkan dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat.Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu 

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
9
Pekerja/buruh adalah 

setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

                                                           
8
 Muhdar HM, “ Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, dan Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Al-
Buhut IAIN Gorontalo. Vol. 11 No 1, Juni 2015, hal. 44. 

9
 Andi Fariana, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaaan, Mitra 
Wacana Media, 2012, hlm. 3. 
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Pekerja mengarah kepada bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah 

atau imbalan lain.  

 

Menurut  Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990), tenaga kerja adalah (man 

power) adalah produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari 

pekerjaan , serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, 

ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan 

kerja dan bukan angkatan kerja: a) angkatan kerja (labour force) terditi atas 

golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja; b) 

kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, 

golongan yang mengurus rumah tangga, dan golonganlain lain atau menerima 

penghasilan dari pihak lain, seperti pensiunan dan lain-lain.
10

 

 

Dan terdapat pula tujuan pembangunan ketenagakerjaan ini sebagai berikut: 

1. Memberdayakan dan mendayahgunakan tenaga kerja secara optimal dan 

manusiawi, 

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, 

3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan, dan 

4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
11

 

                                                           
10

https://weareindostudents.blogspot.co.id/2015/05/ketenagakerjaan-menurut-para-ahli.html Di 
akses pada tanggal 3 Mei 2018 Pukul 21.50 WIB 

11
 Andi Fariana, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaaan, Mitra 
Wacana Media, 2012, hlm. 77. 

https://weareindostudents.blogspot.co.id/2015/05/ketenagakerjaan-menurut-para-ahli.html
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Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan 

menjelaskan bahwa hukum tenaga kerja adalah segala hal yang berkaitan dengan 

tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 

 

Ahli hukum berkebangsaan Belanda, J. Van Kan (1983:13) mendefinisikan 

hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat 

memaksa, yang melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat 

lainnya dikemukakan oleh Wirjono Prajadikoro (1992:9) yang menyatakan bahwa 

hukum adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang 

sebagaianggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan hukum adalah 

menjamin kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat.
12

 

 

Hubungan antara buruh dengan majikan dalam suatu hubungan kerja 

menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

Hubungan tersebut menjadi sebuah  tata kehidupan tertib dan damai sehingga 

menjamin tingkat produktivitas kerja. Untuk mencapai suatu hubungan kerja yang 

tertib dan damai antara buruh dan majikan diperlukan adanya pedoman prilaku 

yang dikenal dengan hokum perburuhan/ketenagakerjaan. 

 

Tujuan dari hakikat hukum perburuhan adalah melindungi buruh. Posisi tawar 

buruh yang lemah, mengharuskan bagi pengusaha atau pemerintah untuk ikut 

campur tangan melalui fungsi mengatur. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban 

buruh dalam suatu hubungan kerja  dengan majikan memerlukan keberpihakan 
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 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 
Jakarta, 2000, hlm. 21. 
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pemerintah terhadap buruh, terutama dalam kaitannya dengan perwujudannya 

hak-hak buruh.
13

 

 

Prof. Imam Soepomo, S.H. merumuskan bahwa hukum perburuhan/hukum 

ketenagakerjaan adalah suatu himpunan peraturan-peraturan baik tertulis maupun 

tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang pekerja pada 

orang lain dengan menerima upah. Ini berarti elemen dari rumusan tersebut adalah 

pekerja yang bekerja pada orang lain (majikan), dengan adanya upah sebagai 

imbalan dari pekerjaan itu. 

 

Mr.Mok berpendapat bahwa “hukum perburuhan/hukum ketenagakerjaan adalah 

hukum yang berkenaan dengan pekerjaanyang dilakukan di bawah pimpinan 

orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergantung dengan 

pekerjaan itu”. Definisi yang senada dengan Mr. Mok dikemukakan oleh Mr. 

Soetikno, yang memberikan definisi hukum perburuhan sebagai “keseluruhan 

peraturan-peraturan hukum mengenai hubungan kerja yang  mengakibatkan 

seorang secara pribadi ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan 

keadaan-keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan 

kerja tersebut”. Pendapat van Esveld pengertian buruh, yaitu seorang yang bekerja 

pada pihak lain dengan menerima upah. 

 

Subjek dan objek dalam hukumketenagakerjaan sangatlah luas, meliputi gambaran 

dalam bagan sebagai berikut: 
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1. Bukan Angkatan Kerja  

Adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya 

bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. 

2. Angkatan Kerja 

Adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah 

mempunyaipekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif 

mencari pekerjaan.  

 

2.2.2. Sifat, Kedudukan, Tujuan, dan Ruang Lingkup Hukum 

Ketenagakerjaan 

 

1. Sifat dan Kedudukan Hukum Ketengakerjaan 

Mr.Molenaar berpendapat tentang tentang hokum perburuhan/ketenagakerjaan, 

maka dapat dikemukakan bahwa hukum perburuhan bersifat perdata dan dapat 

pula bersifat hukum publik. Bersifat perdata perdata karena hokum perburuhan 

mengatur hubungan hukum antara buruh dan majikan dan buruh dalam hubungan 

kerja. Sedangkan bersifat hukum publik karena hukum perburuhan jugan 

mengatur hubugan hukum antara buruh dengan pengusaha, dan bersifat publik ini 

karena pemerintah ikut campur tangan dalam masalah-masalah perburuhan serta 

adanya sanksi pidana dalam peraturan hukum perburuhan. Buruh disii perlu 

dilindungi oleh Negara melalui campur tangan pemerintah. Bentuk 

perlindungannya yang diberikan pemerintah adalah membuat peratura-peraturan 

yang mengikat buruh/pekerja dan majikan.
14
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2. Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Ketenagakerjaan 

Tujuan hukum ketenagakerjaan ini dilatarbelakangi karena adanya pengalaman 

selama ini yang kerap kali terjadi kesewenang-wenanagan pengusaha terhadap 

pekerja. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif dan 

kongkret dari pemerintah. Tujuan hukum ketenagakerjaan sebagai berikut: 

1. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang  

ketenagakerjaan. Artinya hukum ketenagakerjaan ini harus menjaga ketertiban, 

keamanan dan untuk mencapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. 

2. Untuk melindungi tenaga kerja  terhadap kekuasaan  yang tidak terbatas dari 

pengusaha.
15

 

Ruang lingkup dalam hukum ketenagakerjaan ini meliputi sebagai berikut: 

1. Masa sebelum bekerja (Pre-Employment) 

2. Masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lwoongan kerja, 

pengerahan dan penempatan tenaga kerja, dan lain-lain. 

3. Masa selama bekerja (During Employment) 

4. Masa setelah bekerja (Post Employment) 

5. Setalah hubungan kerja juga perlu perhatian saksama, sehingga tenaga kerja 

tetap mendapatkan perlindungan sesuai keadilan. Mengatur masalah seperti 

sakit berkepanjangan, hari/tua pension, tunjangan kematian dan 

sebagaiannya.
16
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 Andi Fariana, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum Ketenagakerjaaan, Mitra 
Wacana Media, 2012, hlm. 5. 
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2.2.3. Para Pihak dalam ketenagakerjaan 

1. Pekerja 

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 “Pekerja adalah setiap 

orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun”. 

Pengertian inimencakup semua orang yang bekerja  pada siapa saja baik 

perseorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya dengan menerima 

upah atau imbalan lainnya dalam  bentuk apapun. Penegasan imbalan dalam 

bentuk apapun ini perlu, karena upah selama ini identik dengan uang, padahal 

adapula pekerja yang menerima imbalan dalam bentuk barang. 

 

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

Pekerja/buruh sebagai warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam 

hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, 

mengeluarkan pendapat berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan 

menjadi anggota serikat pekerja/buruh. 

 

Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi 

pekerja/buruh yang telah di jamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 

1945. Demikian pula telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia 

Konvensi ILO Nomor87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak 

untuk Berorganisasi, dan Konvensi ILO Nomor98 mengenai berlakunya Dasar-

dasar untuk Beorganisasi dan untuk Bersama. Kedua konvensi tersebut dapat 

dijadikan dasar hukum bagi pekerja/buruh untuk berorganisasi dengan mendirikan 

serikat pekerja/buruh.  
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Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan 

untuk pekerja/buruh baik diperusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta 

melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan 

pekerja/buruh dan keluarganya (Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan).
17

 

 

3. Pemberi Kerja/Pengusaha 

Orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang 

mempekerjakantenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

lain. Adanya istilah “perseorangan” dalam pengertian pemberi kerja oleh Undang-

Undang Nomor.13 Tahun 2003 ini tampaknya memberikan nuansa baru dalam 

ketenagakerjaan. Nuansa baru tersebut akan mencakup “Ibu Rumah Tangga” 

dalam istilah pemberi kerja sehingga pembantu rumah tangga (PRT) yang 

dipekerjakannya haruslah mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan undang-

undang ketenagakerjaan. 

 

Pengertian pengusaha ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengurus perusahaan 

(orang yang menjalankan perusahaan bukan miliknya) termasuk dalam pengertian 

pengusaha, artinya pengurus perusahaan disamakan dengan pengusaha (orang atau 

pemilik perusahaan). Perusahaan dalam (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang 

Nomor.13 Tahun 2003) adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau 

tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik 
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milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18

 

 

4. Organisasi Pengusaha 

Organisasi pengusaha ada dua yaitu, KADIN dan APINDO. KADIN adalah 

wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak di bidang perekonomian dengan 

tujuan membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan 

pengusaha Indonesia di bidang usaha Negara, usaha koperasi, dan usaha swasta 

dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka 

mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib 

berdasar Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan  APINDO 

(Asosiasi Perusahaan Indonesia), adalah organisasi pengusaha yang khusus 

mengurus masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dengan tujuan 

mempersatukan dan membina pengusaha serta memberikan layanan 

kepentingannya didalam bidang sosial ekonomi, dan bertujuan pula untuk 

menciptakan dan memelihara keseimbangan, ketenangan, kegairahan kerja dalam 

lapangan hubungan industrial dan ketenagakerjaan.
19

 

 

5. Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Tripartit 

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi hal-hal 

yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya 

terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang sudah tercatat instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. Dalam 
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Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja “Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja” Edisi Revisi, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 29-31. 
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Pasal 106 Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 ditentukan bahwa “setiap 

perusahaan yang mempekerjakan lima puluh orang pekerja/buruh atau lebih wajib 

membentuk lembaga kerja sama bipartit. 

 

Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan 

musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur 

organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. Tujuan 

lembaga ini adalah untuk tercapainya kerja sama anatara mereka guna mencapai 

masyarakat yang adil dan makmur pada umumnya, dan khususnya untuk 

memecahkan persoalan-persoalan di bidang sosial ekonomis, terutama dibidang 

ketenagakerjaan. 

 

6. Dewan Pengupahan 

Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga nonstructural yang bersifat tripartite, 

yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan 

serikat pekerja/serikat buruh.
20

 

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 

Tentang Dewan Pengupahan, Dewan Pengupahan terdiri atas: 

1. Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dibentuk oleh Presiden. 

Depenas bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerinta dalam 

rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan pengupahan 

nasional. Depenas dapat bekerja sama, baik dengan instansi pemerintah maupun 

swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu. Keanggotaan Depenas 
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terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buru, 

dengan komposisi keanggotaan 2:1:1. Sedangkan, komposisi keanggotaan dari 

perguruan tinggi dan pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuan, dengan 

ketentuan keseluruan keanggotaan Depenas. 

 

2. Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) dibentuk oleh Gubernur. 

Depeprov bertugas: 

1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka 

penetapan Upah Minimum Provinsi dan Penetapan Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS). 

2. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. 

Keanggotaan Depeprov terdiri dari unsur pemerinta, organisasi pengusaha dan 

serikat pekerja/buruh dengan komposisi keanggotaan dari perguruan tinggi dan 

pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan keseluruhan 

keanggotaan Depeprov. 

 

3. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko) dibentuk oleh 

Bupati/Walikota. 

Depekab/Depeko bertugas untuk: 

a. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Gubernur Upah 

Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral 

Kabupaten/Kota (UMSK). 

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan 

nasional. 
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Keanggotaan Depeprov terdiri dari unsur pemerinta, organisasi pengusaha dan 

serikat pekerja/buruh dengan komposisi keanggotaan dari perguruan tinggi dan 

pakar jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan keseluruhan 

keanggotaan Depeprov. 

 

4. Pemerintah  

Campur  tangan pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan dimaksudkan untuk 

terciptanya hubungan ketenagakerjaan yang adil, karena jika hubungan antara 

pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda secara social ekonomi diserahkan 

sepenuhnya kepada para pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam 

hukum ketenagakerjaan sulit tercapai. 

 

Husni mengutip dari buku Soepomo (1963:38) memisakan antara penguasa dan 

pengawasan sebagai para pihak yang berdiri sendiri dalam hukum 

perburuhan/ketenagakerjaan, dan menurut Husni keduanya merupakan satu 

kesatuan sebab pengawasan bukan merupakan institusi yang berdiri sendiri tetapi 

merupakan bagian (bidang) dari  Depnaker. 

 

2.2.4. Sumber Hukum Ketenagakerjaan 

Secara umum sumber hukum ketenagakerjaan, terdiri atas: 

1. Undang-undang, 

2. Adat atau kebiasaan, 

3. Yurisprudensi, 

4. Doktrin (Pendapat para sarjana), dan 

5. Agama. 
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Sumber hukum terpenting dalam pembangunan hukum modern adalah Undang-

undang. Berikut sumber hukum ketenagakerjaan lainnya: 

1. Undang-Undang, 

2. Peraturan Pemerintah, 

3. Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, 

4. Keputusan Menteri, 

5. Peraturan atau Keputusan Instansi Lain,  

6. Kebiasaan, 

7. Putusan, 

8. Perjanjian, 

9. Traktat, dan  

10. Peraturan Internasional.
21

 

Pada saat ini sumber hukum ketenagakerjaan, terdiri atas: 

1. Kebiasaan, 

2. Keputusan Pejabat atau badan pemerintah, 

3. Traktat, 

4. Peraturan Kerja, dan 

5. Perjanjian Kerja.
22

 

Sumber hukum formil hukum ketenagakerjaan, terdiri atas: 

1. Perundang-undangan, 

2. Kebiasaan, 
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3. Keputusan, dan 

4. Traktat. 
23

 

 

2.2.5. Hubungan Kerja 

Hubungan kerja berkaitan erat dengan pada ubungan antara pekerja dan pengusaa. 

Ubungan kerja terjadi setela adanya perjanjian kerja antara pekerja dan 

pengusaha, dalam hal pekerja menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk 

bekerja pada pengusaha atau pemberi kerja dengan imbalan berupa upah dan 

dalam hal ini pengusaha menyatakan diri tentang kesanggupannya untuk 

memperkejrakan serta membayar upah sesuai yang diperjanjikan sebelumnya. 

 

Hartono widodo dan Judiantoro menyatakan “hubungan kerja adala kegiatan-

kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang 

lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja 

yang telah disepakati. Tjepi F. Aloewir mengemukakan bawa pengertian 

hubungan kerja adalah hubungan yang terjalin antara pengusaha dan pekerja yang 

timbul dari perjanjian yang diadakan untuk jangka waktu tertentu maupun tidak 

tertentu. 

 

Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pembuatan Perjanjian Kerja (merupakan titik tolak adanya suatu hubungan 

kerja), 

2. Kewajiban Pekerja (yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak dari 

pengusaha atas pekerjaan tersebut), 
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3. Kewajiban Pengusaha (yaitu membayar upah kepada pekerja sekaligus 

merupakan hak dari si pekerja atas upah), 

4. Berakhirnya Hubungan Kerja, 

5. Cara Penyelesaian Perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
24

 

 

2.3. Upah  

2.3.1. Pengertian dan Jenis Upah 

1. Pengertian Upah 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh 

yang ditetapkan  dan dibayarkan menurut  suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau 

peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi buruh dan keluarganya 

atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dihilangkan. 
25

 

 

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atas 

prestasi berupa pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan oleh Tenaga 

Kerja dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang. Besarnya upah ditentukan 

dan ditetapkan menurut suatu perjanjian atau perundang-undangan dan dibayarkan 

atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja. Upah adalah 

titik sentral dari suatu perjanjian kerja, walaupun dalam praktiknya banyak orang 

bekerja hanya prestise (gengsi) saja.
26
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Upah terdiri atas beberapa komponen, sebagai berikut: 

1. Upah tanpa tunjangan, 

2. Upah pokok dan tunjangan tetap, atau 

3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. 

Pengaturan pengupahan ditetapkan atas kesepakatan pengusaha dan buruh/serikat 

buruh serta tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan. Upah bagi 

pekerja merupakan hak yang harus diperoleh karena nilai sumbangsihnya dalam 

proses produksi menciptakan nilai tambah. Upah harus mencerminkan nilai 

jabatan yang dipangku seseorang di suatu organisasi perusahaan dan organisasi-

organisasi pada umumnya dalam suatu organisasi. Motivasi utama seorang 

pekerja atau buruh bekerja diperusahaan adalah mendapatkan nafkah (upah), dan 

upah ini merupakan hak pekerja atau buruh yang bersifat sensitif, karenanya 

sehingga tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan. 

 

Pengupahan juga terdapat fungsi-fungsi upah, sebagai berikut: 

1. Fungsi ekonomi, yaitu imbalan atas jasa yang diberikan. 

2. Fungsi social, adanya tunjangankeluarga, kesehatan, dan lain-lain. 

3. Fungsi insentif, diberikan sebagai pendorong bagi pekerja untuk bekerja lebih 

produktif.
27

 

Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan 

dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan 
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termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah 

atau akan dilakukan. 

 

Upah uang adalah pembayaran secara tunai yang diterima pekerja untuk 

pekerjaannya. Pekerja tidak hanya berkepentingan pada pembayaran dalam uang, 

tapi juga pada barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upahnya. Inilah yang 

disebut upah riil. Jika upah uang naik, tetatpi harga pangan, sandang, perumahan 

dan kebutuhan lain naik lebih tinggi, upah riil turun dan pekerja dan keluarganya 

menjadi lebih miskin. 

 

Pada beberapa Negara, upah dibayarkan sebagian dalam bentuk uang dan 

sebagian dalam jenis lain seperti beras, perumahan, transport, pengobatan dan 

kebutuhan lain. Hak untuk menerima upah ini timbul pada saat adanya hubungan 

kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha didalam 

menetapkan upah tidak boleh mengadakan diskriminasi antara pekerja laki-laki 

dengan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama.  

 

Prinsipnya, upah tidak dibayarkan jika pekerja tidak melakukan pekerjaannya 

namun kekecualian dari hal ini adalah apabila pekerja mengalami sakit, maka 

teknis perhitungannya berbeda lagi. Selain hal tersebut, perbedaan upah 

lainnyaadalah antara upah waktu (times rate) dan upah potong (ipiece rates) atau 

metode pembayaran lainnya dimana upah dihubungkan dengan hasil produksi 

(output) sehingga pekerja memiliki insentif untuk menaikkan produksinya.
28

 

 

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Upah. 

                                                           
28
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Beberapa faktor penting yang mempengaruhi besarnya upah yang diterima 

oleh para karyawan, yaitu :  

1. Penawaran dan permintaan karyawan. 

2. Organisasi buruh. 

3. Kemampuan untuk membayar. 

4. Produktivitas. 

5. Biaya hidup. 

6. Peraturan pemerintan. 

 

Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai dengan 

yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. Skala upah 

adalah kisaran nilai nominal upah dari yang terendah sampai yang terbesar 

untuk setiap gologan jabatan. Jadi, struktur dan skala upah ini adalah susunan 

tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi 

sampai yang terendah yang memuat kisaran nilai nominal upah dari yang 

terkecil sampai yang terbesar untuk setiap golongan jabatan.
29

 

 

Struktur dan skala upah wajib disusun oleh Pengusaha dengan memperhtikan 

golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Upah yang 

tercantum dalam struktur dan skala upah merupakan upah pokok. Upah pokok 

merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh 
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 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur 
dan Skala Upah, Pasal.1. 
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menuruttingkat atau jenis pekerjaan yang besarannya ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan.
30

 

Penyusunan Struktur dan Skala Upah dapat menggunakan tahapan: 

1. Analisis jabatan, 

2. Evaluasi jabatan, 

3. Penentuan struktur dan skala upah. 

 

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok 

termasuk tunjangan tetap. Upah minimum terdiri atas: 

1. Upah Minimum Regional 

2. Upah Minimum Provinsi, yaitu upah minimum yang berlaku untuk seluruh 

Kabupaten atau Kota di satu Provinsi. 

3. Upah Minimum Kabupaten atau Kota, yaitu upah minimum yang berlaku di 

Daerah Kabupaten/Kota. 

4. Upah Minimum sektoral Provinsi (UMS Provinsi), yaitu upah minimum yang 

berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. 

5. Upah Minimum sektoral Kabupaten atau Kota (UMS Kabupaten/kota), yaitu 

upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah Kabupaten/Kota. 

Yang dimaksud sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagian 

menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUD).
31
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31
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2.  Jenis Upah Minimum 

Penetapan upah minimum ada beberapa macam, yakni: 

a. Upah Minimum Regional (UMR) 

Upah Minimum Regional adalah suatu standar yang digunakan oleh para 

pengusaha dan pelaku industri dalam memberikan upah kepada pegawai, 

karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Adanya 

penerapan gaji UMR digunakan untuk melindungi hak para tenaga kerja dalam 

mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan beban kerja. 

 

Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum, UMR 

terbagi menjadi dua yaitu UMR tingkat I yang berada di Provinsi dan UMR 

Tingkat II di Kota\Kabupaten. Namun dengan adanya Kepmenakertrans Nomor 

226 Tahun 2000, UMR tingkat I telah dirubah namanya menjadi Upah Minimum 

Provinsi (UMP), dan UMR tingkat II diubah menjadi Upah Minimum 

Kabupaten\Kota (UMK). 

 

Upah Minimum Regional adalah upah yang telah berisi gaji pokok dan tunjangan 

lainnya yang telah ditetapkan. Sementara itu, upah pokok adalah nilai dari gaji 

pokok saja. Gaji pokok sendiri adalah gaji yang jumlahnya iterapkan sesuai 

dengan peraturan dan kebijakan perusahaan. Upah pokok jumlahnya lebih kecil 

dari UMR karena belum termasuk nilai tunjangan. 

Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) ditetapkan berdasarkan perhitungan 

oleh Dewan Pengupahan Daerah (DPD). DPD memiliki tim survei untuk turun ke 

lapangan guna melakukan survei untuk mencari tahu harga sejumlah kebutuhan 
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yang dibutuhkan oleh pegawwai, karyawan, dan buruh. Survei dari sejumlah kota 

dalam provinsi tersebut menjadi perwakilan untuk pengolahan angka Kebutuhan 

Hidup Layak (KHL) peorangan yang belum menikah\berkeluarga disetiap 

provinsi. Selanjutnya, dari hasil KHL, DPD mengusulkan upah minimum provinsi 

atau yang sering dikenal dengan istilah UMR, diajukan kepada Gubernur untuk 

disahkan.
32

 

 

b. Upah Minimum Provinsi (UMP) 

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau Kabupaten/Kota ditetapakn 

oleh pihak berwajib yaitu Gubernur. Upah minimum Provinsi dihitung 

berdasarkan  formula perhitungan upah minimum. Dalam hal ini Gubernur 

menetapkan Upah minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan 

pengupahan provinsi. Rekomendasi dewan pengupahan provinsi ini didasarkan 

pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya 

ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi. 
33

 

 

Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau 

kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat 

pekerja/serikat buruh pada sector yang bersangkutan. Penetapan ini dilakukan 

setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sector unggulan dari dewan 
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pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas 

dan kewenangannya.
34

 

 

c. Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) 

Upah Minimum Kota (UMK) itu harus lebih besar dari upah minimum provinsi di 

provinsi yang bersangkutan. Gubernur menetapkan upah minimum 

kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran 

dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi. Rekomendasi bupati atau walikota 

berdasarkan saran dan pertimbangan dewan pengupahan kabupaten/kota.
35

 

 

2.3.2. Perlindungan Upah dan Asas Pengupahan 

1. Perlindungan Upah 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang 

sama nilainya. Upah memegang peranan yang penting dan merupakan cirri khas 

suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan 

tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan 

hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah 

pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan 

perundang-undangan.
36

 

 

Bentuk perlindungan upah yang pertama adalah upah minimum yang ditetapkan 

oleh Pemerintah berdasarkan dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak dan 

dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pengusaha 
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menyusun struktur dan skala upah dengan meperhatikan golongan, jabatan, masa 

kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara 

berkala dengan meperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. 

 

Pemerintah menetapkan ketentuan upah minimum. Dijelaskan oleh Furqon Karim 

bahwa upah minimum yang  diatur pemerintah yang ide awalnya merupakan 

jaring pengaman agar perusahaan minimal membayarkan upah dengan harapan 

kebutuhan dasar bagikehidupan pekerja relative mendekati terjangkau.
37

 

 

Kebijakan upah minimum yang diterapkan Pemerintah Indonesia sejak akhir 

tahun 80-an, secara normatif berfungsi sebagai standard upah bagi pekerja yang 

berada di tingkatan terendah di sebuah perusahaan. Hal ini sebenarnya dapat 

diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap upah buruh agar pihak pengusaha 

tidak bersikap sewenang-wenang dalam memberikan kompensasi bagi tenaga dan 

hasil kerja buruh. Standarisasi ini masih diperlukan dalam sistem pengupahan di 

Indonesia karena situasi dan kondisi perburuhan, terutama yang menyangkut daya 

tawar buruh yang masih sangat rendah sehingga belum memungkinkan buruh 

untuk melakukan negosiasi secara bipartit.
38

 

 

Bentuk perlindungan upah  yang lainnya meliputi perlindungan saat menjalankan 

ibadah, saat menstruasi, melahirkan, gugur kandungan, dan saat menyusui bagi 

pekerja perempuan. Perlindungan upah saat hari libur resmi diatur dalam Pasal 85 

Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003. Pengusaha dapat mepekerjakan 
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pekerja/buruh pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan 

tersebutharus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada 

keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
39

 

 

2. Asas Pengupahan 

Asas-asas yang terdapat dalam pengupahan yaitu sebagai berikut: 

1. Winkel Nering Beding, yakni larangan membelanjakan upah dengan cara 

tertentu. 

2. Boite Beding, yakni janji membelanjakan upah ditempat tertentu. 

3. Concurentie Beding, yakni prinsip bahwa gaji tidak boleh langsung dipotong, 

akan tetapi boleh langsung dipotong untuk pembayaran pajak dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).
40

 

 

Asas pengupahan sangat banyak sebagai berikut: 

1. Hak menerima upah timbul pada saat adnya hubungan kerja dan berakhir pada 

saat hubungan kerja putus. 

2. Pengusaha tidak boleh mengadakan diskriminasi upahbagi pekerja laki-laki 

dengan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. 

3. Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan. 

4. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah 

minimum. 

5. Komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap dengan  formulasi 

upah pokok minimal 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 
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6. Pelanggaran yang dilakukan pekerja karena kesengajaan atau kelalaiannya 

dapat dikenakan denda. 

7. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan 

keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai degan presentase 

tertentu dari upah pekerja. 

8. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan 

yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan hutang 

yang didahulukan pembayarannya. 

9. Tuntutan pembayaran upah pekerja dan segala pembayaran yang timbul dari 

hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua 

tahun sejak timbulnya hak. 

 

2.3.3. Penetapan Upah dan Penentuan Upah Minimum 

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

ditetapkan berdasar: 

1. Satuan waktu, dan 

2. Satuan hasil. 

Upah berdasarkan satuan waktu yaitu upah yang ditetapkan secara harian, 

mingguan, atau bulanan. Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan waktu 

dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala upah. Struktur dan skala 

upah ini wajib disusun oleh perusahaan dengan memperhatikan golongan, jabatan, 

masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 

Upah berdasarkan satuan hasil yaitu upah yang ditetapkan seuai dengan hasil 

pekerjaan yang telah disepakati. Penetapan upah ini dilakukan oleh pengusaha 
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berdasarkan hasil kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan pengusaha. Penetapan 

upah sebulan berdasarkan satuan hasil dilakukan untuk pemenuhan pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan upah rata-

rata 3 (tiga) bulan terakhir yang diterima oleh Pekerja/Buruh. 

 

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 88-92 Undang-undang 

Nomor 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 

ayat (3) huruf a terdiri atas: 

1. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, 

2. Upah minimum berdasarkan sektor pada wlayah provinsi atau kabupaten/kota. 

 

Upah minimum yang mempunyai tugas untuk mentapkan berapa  besarnya upah 

minimum yaitu Gubernur. Upah minimum ini merupakan upah sebulan terendah 

yang terdiri atas: 

1. Upah tanpa tunjangan, atau  

2. Upah pokok termasuk tunjangan tetap. 

 

Upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 

1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Dan upah bagi Pekerja/Buruh 

dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara 

Pekerja/Buruh dengan pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan. 

 

Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup 

layak dan dengan meperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 

Kebutuham hidup layak merupakan standar kebutuhan seorang  Pekerja/Buruh 

lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. 
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Penetapan upah minimum dihitung dengan menggunakan formuls perhitungan 

upah minimum. Formula perhitungan upah sebagaimana yang dimaksud sebagai 

berikut: UMn = UMt + (Inflasit + % ^ PDBt). 

 

2.3.4. Sistem Pembayaran Upah 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan menjelaskan 

tentang cara pembayaran upah, sebagai berikut. 

1. Upah wajib dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang bersangkutan. Pengusaha 

yang wajib memberikan bukti  pembayaran upah yang memuat rincian upah 

yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat upah dibayarkan. Pengusaha wajib 

membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan 

Pekerja/Buruh. 

2. Pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 

satu minggu 1 (satu) kali atau paling lambat sebulan 1 (satu) kali kecuali bila 

perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Upah Pekerja/Buruh 

harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan pertanggal pembayaran 

upah.  Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara 

Republik Indonesia. 

 

Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala untuk penyesuaian harga 

kebutuhan hidup dan/atau peningkatan produktivitas kerja dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Peninjauan upah ini harus sesuai 
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sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau 

Perjanjian Kerja Bersama.
41

 

 

2.3.5. Komponen Kebutuhan Hidup Layak 

Dalam hukum positif di Indonesia terdapat peraturan perundangan-undangan yang 

mengatur mengenai kebutuhan hidup layak dalam penetapan upa minimum 

provinsi. Instrumen hukum tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dan 

Permenaker Nomor 21 Tahun 2016. 

 

Pengatur mengenai KHL secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 27 Ayat 2 yaitu “Tiap-tiap 

warga Negara berak atas pekerjaan dan pengidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. Selanjutnya, pada Pasal 28 D Ayat 2 mengatur bahwa “Setiap 

orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak dalam hubungan kerja”. 

 

Pasal 89 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Taun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa komponen serta pelaksanaan taapan 

pencapaian kebutuhan hidup layak diatur dengan Keputusan Menteri. Namun, 

pada perkembangannya peraturan menteri tersebut diubah  dengan 

Permenkertrans Nomor 13 Taun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan 

Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Point penting perubahan regulasi 
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tersebut salah satunya adalah penyempurnaan KHL dari 46 komponen menjadi 60 

komponen. 

 

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Permenaker Nomor 21 Tahun 2016 menyatakan 

definisi KHL adalah standar kebutuhan seseorang pekerja/buruh lajang untuk 

dapat hidup layak secara fisik dalam 1 (satu) bulan. Kebutuhan Hidup Layak 

merupakan tolak ukur utama dalam menentukan upah  minimum pekerja/buruh. 

Upah minimum merupakan batasan yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha 

untuk memberikan upah kepada pekerja/buruh sehingga dengan adanya upah 

minimum pengusaha tidak semena-mena dalam menentukan upah pekerja/buruh. 

Pemerintah harus memperhatikan apakah kebutuhan hidup layak pekerja/buruh 

sudah benar-benar dapat terpenuhi selama satu bulan, mengingat masih banyak 

terdapat perbedaan dalam menentukan upah minimum disetiap daerah. 

 

Permen No.Per 17/Men/VIII/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan 

Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak menyatakan KHL adalah standar keutuan 

yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik 

secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 bulan.Jumlah dan jenis KHL 

setelah diamati mengalami peningkatan dengan disakannya Permenakertrans 

Nomor 13 Taun 2012. Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 jenis dalam 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005 menjadi 60 jenis KHL 

dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2012. Penambahan baru 

tersebut yaitu ikat pinggang, kaos kaki, deodorant 100 ml/g, seterika 250 wait, 

rice cooker ½ liter, celana pendek, pisau dapur, semir dan sikat sepatu, rak piring 
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portable plastic, sabun cuci piring (colek) 500 gr perbulan, gayung palstik ukuran 

sedang, sisir, ballpoint/pensil, cermin 30 x 50 cm. 

 

Aspek KHL sebagai salah satu dasar penetapan UMP di Indonesia secara aksional 

telah menimbulkan disharmonis teradap hubungan pekerja/buruh. Pemerintah 

Indonesia telah melakukan berbagai perubahan formulasi arah kebijakan 

ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan pengupahan dimana salah satu 

bentuk dari kebijakan penentuan upah minimum yang awalnya didasarkan pada 

Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), setela itu diubah menjadi Kebutuhan Hidup 

Minimum (KHM) dan saat ini acuan untuk penentuan upah minimum didasarkan 

pada Kebutuhan Hidup Layak  (KHL). 

 

Komponen KHL yang diasumsikan dapat mencukupi kebutuan dasar 

pekerja/buruh pada kondisi riil di lapangan dirasa masih jauh dari kehidupan layak 

pekerja/buruh.
42

Komponen KHL untuk pekerja lajang dalam sebulan dengan 

3.000 kalori per hari, komponennya sebagai berikut: 

1. Perumahan 

2. Sandang 

3. Transportasi 

4. Pendidikan 

5. Kesehatan  

6. Rekreasi dan hiburan 

7. Makanan dan minuman 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1.Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah  Pendekatan 

YuridisEmpiris dan Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif (hukum dilihat 

sebagai norma atau das sollen), ialah pendekatan masalah dengan menggunakan 

bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis, maupun hukum yang tidak tertulis 

atau baik hukum primmer maupun hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum 

sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini 

digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. 

 

Pendekatan Yuridis Empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam 

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan 

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di 

lapangan yaitu tentang pengawasan dinas tenaga kerja ini dalam penetapan dan 

pelaksanaan UMP th 2018.  
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3.2.Data dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Dataprimer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian berupa 

informasi yang berkaitan dengan permasalahan. 

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka, yang antara 

lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (library research). Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Bahan hukum primer  

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 

seperti peraturan-perundang-undangan dan peraturan lainnya, yaitu: 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan 

c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Struktur dan Skala Upah 

d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung 

 

2. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, 

tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil 

olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu 

bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana 
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peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh 

penulis adalah doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet. 

 

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan 

pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dimaksud disini 

oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus 

Hukum. 

 

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam prosedur pengumpulan data ini diperlukan data yang benar-benar dapat 

diuji kebenarannya yang sesuai dengan masalah yang sedang  teliti dalam 

proposal skripsi ini, secara lengkap maka digunakan beberapa teknik-teknik yang 

diperlukan sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena-fenomena social dengan gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan. Dan dari hasil observasi yang dilakukan tersebut, 

harus memberikan kemungkinan yang dapat ditafsirkan secara ilmiah. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara ini selain digunakan sebagai pengumpulan data pada 

penelitian ini, dilakukan pula dengan teknik wawancara secara mendalam. 

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan seorang peneliti untuk 

mendapatkan data maupun informasi yang dapat dipercaya, karena 
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wawancara ini dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan pada para responden dan akan dikembangkan pada saat 

wawancara berlangsung. 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable-

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda 

dan sebagainya. 

 

3.3.2. Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data, pengolahan 

data yaktu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan  data sehingga siap 

pakai untuk analisis
43

. Dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah. 

2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok-

kelompok yang telah ditentukan dalam bagian-bagian pada pokok 

bahasan yang akan dibahas, sehingga diperoleh data yang objektif dan 

sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

3. Rekontruksi data (reconstruction), yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan untuk menjawab pokok bahasan yang diteliti. 

4. Sistematis data (systematizing), yaitu penusunan data berdasarkan 

urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup 

                                                           
43

Bambang, Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.72. 
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pokok bahasan secara sistematis dengan maksud untuk memudahkan 

dalam menganalisis data. 

 

3.4.Analisis Data 

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, 

yaitu analisis yang dilakukan secara deksriptif, yakni penggambaran argumentasi 

dari data yang diperoleh didalam penelitian. Kemudian hasil dari analisis tersebut 

dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir 

yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan 

secara khusus, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut :  

1. Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi oleh Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Lampungdilakukan dengan cara: 

a. Pembinaan 

Dapat dilakukan melalui kegiatan penasehatan teknis, sosialisasi, pelatihan, temu 

konsultasi, diskusi, dan pendampingan.  

b. Pemeriksaan 

Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. 

Pemeriksaan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu Pemeriksaan Pertama, 

pemeriksaan berkala, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan ulang. 

c. Pengujian,  

Pengujian dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak pekerja/buruh dan atau 

persyaratan K3, meliputi pengujian norma kerja dan norma K3. 

d. Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan 
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Pengawas ketenagakerjaan berhak memasuki seluruh Perusahaan atau tempat 

Kerja atau tempat-tempat yang diduga dilakukannya pekerjaan.  

 

2.Kendalayang menjadi penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan Upah 

Minimum Provinsi Oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu: 

a. Jumlah Pegawai Pengawas Tidak Seimbang. 

b. Anggaran Yang Diberikan Terbatas 

c. Sarana Prasarana Yang Diberikan Terbatas, 

d. Jarak Tempat Masing-Masing Perusahaan Jauh. 

 

5.2. Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, 

peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1) Hendaknya pemerintah lebih mengutamakan pengoptimalan pengawasan, dan 

jangan terpaku pada anggaran yang diberikan kepada pengawas, meskipun 

anggaran terbatas tapi kinerja harus tetap dioptimalkan. 

2) Pemerintah tetap harus bersifat netral dalam pengawasan pelaksanaan upah 

minimum provinsi, tanpa memihak salah satu pihak baik hanya keterpihakkan 

pemerintah ke pengusaha , perusahaan, maupun kepada tenaga kerja. 

3) Pemerintah sebaiknya bekerjasama dengan pihak lain dalam mengawasi 

pelaksanaan Upah Minimum Provinsi guna memaksimalkan proses 

pengawasan, sehingga pelaksanaan UMP dapat berjalan secara baik dan 

merata disetiap wilayah di Provinsi Lampung. 
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